
SYARAT DAN KETENTUAN USULAN/PROPOSAL HIBAH 
 

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah yang 

dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.  Pemberian hibah 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah 

daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

Pemberian hibah harus memenuhi kriteria : 

a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik; 

b. tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran dan 

berdasarkan kemampuan keuangan Daerah,; 

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

d. memenuhi persyaratan penerima hibah;  

e. dituangkan dalam suatu naskah perjanjian hibah antara pemberi dan penerima hibah; 

dan  

f. digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah. 

Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, diberikan dengan persyaratan 

paling sedikit memuat :  

a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara; 

b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 

c. Memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau surat pengesahan dari Perangkat Daerah 

Provinsi/Kota/Kabupaten dan/atau telah terdaftar pada kementrian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia paling kurang 3 (tiga) tahun; 

d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara; 

e. memiliki sekretariat tetap dan alamat jelas; 

Usulan hibah sekurang-kurangnya memuat :  

a. Surat permohonan kepada Gubernur; 

b. nama dan alamat yang jelas; 

c. latar belakang, maksud dan tujuan; 

d. susunan kepengurusan; 

e. jangka waktu kegiatan; 

f. lokasi kegiatan; 

g. rincian rencana biaya 

 

✓ Badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah 

kepada Gubernur wajib melampirkan dokumen persyaratan hibah  

✓ Usulan hibah dan dokumen persyaratan yang telah disampaikan, akan 

diadministrasikan/dicatat melalui Perangkat Daerah terkait.  

✓ Dalam hal usulan diserahkan langsung kepada Gubernur, maka Gubernur dapat 

langsung mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada SKPD 

terkait dan memerintahkan untuk diverifikasi dan dievaluasi. 



✓ Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim ternyata usulan 

hibah belum lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan 

verifikasi, usulan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon hibah. 

✓ Pemohon hibah harus menyampaikan kembali usulan hibah yang telah dilengkapi 

kepada tim verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja sejak tanggal pengembalian usulan.  

✓ Apabila setelah usulan dikembalikan, pemohon hibah tidak dapat melengkapi usulan 

hibah dalam batas waktu yang ditentukan, maka tim verifikasi dan evaluasi 

menyampaikan surat penolakan kepada pemohon hibah yang ditandatangani oleh 

Kepala PD. 

 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah, meliputi : 

a. Usulan tertulis dari calon penerima hibah yang ditujukan kepada Gubernur;  

b. Keputusan Gubernur tentang daftar penerima hibah yang didalamnya memuat 

nama lembaga, alamat, kegiatan dan besaran nilainya;  

c. NPHD;  

d. Fakta Integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD.  

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima 

barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa. 

 

Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi :  

a. laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;  

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan  

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah untuk hibah berupa uang 

d. berita acara serah terima barang untuk hibah berupa barang/jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH 

 

USULAN/PROPOSAL HIBAH 

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

 

………………. , ……………..20.…  

 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

: ……. 
: 1 (satu) Berkas 
: Permohonan Hibah 

Kepada 
Yth. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 
di – 
     Tempat 

 

 

Dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

dengan kami mengharapkan kiranya Bapak Gubernur dapat memberikan bantuan dalam 

bentuk hibah berupa uang/barang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat 

berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahaan di daerah.  

 

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan : 

a. ………………………………………………………. 
b. ………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………. 
d. ……………………………………………………….  
 

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak Gubernur 

berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah dan sebagai bahan 

pertimbangan Bapak, kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud beserta 

lampirannya.  

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima 

kasih.  

      

 

Hormat kami, 

Pemohon 
(Kepala/Ketua Calon Penerima Hibah) 

 
 

_________________________ 
Nama, Tandatangan dan Cap stempel 

 

 

 

 

 



 

SISTEMATIKA 

PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB II RENCANA PEMANFAATAN HIBAH 

BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH 

BAB IV JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN 

BAB V NILAI HIBAH DAN RAB BELANJA HIBAH 

BAB VI PENUTUP 

LAMPIRAN PENUNJANG 

 

 

 

 

 


